
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 20T6 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN

IZIN MEMPEKER.IAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10

ayat (3), Pasal 12 ayat {a) dan ayat [5), Pasal 14 ayat {2} dan

ayat (3), maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi

Perpanj an gan Inn Mernpe kerj akan Tenaga Kerj a Asing;

L. Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang

pembentukan Propinsi Bengkulu {Lembaran negara

Republik Indonesia Tahun t967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 13O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Mengingat :
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Menetapkan

a

4.PeraturanPemerintahNomor6gTahun2olotentang
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2oloNomorll9,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5161);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bnegkulu Nomor 7 Tahun

2016 tentang Retribusi Perpanjangan lzrn

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (kmbaran Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2A16 Nomor 7)'

MEMUTUSKAN :

PERATURANGUBERNURBENGKULUTENTANG
PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAH
PROVINSI BENGKULU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKER"IAKAN

TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu-

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom"

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

oPD adalah orgniasasi Perangkat Daerah Pemerintah

provinsi Bengkulu yang membidangi urusan

ketenagakerjaan.

5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan

IMTA adalah pembayaran atas pemberian Perpanjangan

IMTA oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada

pemberi kerja tenaga kerja asing-

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi

diwqfibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
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7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagr wajib Retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perlzinan tertentu dari

Pemerintah Daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan

usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perktrmpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi tainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetaP.

g. Hari adalah hari kerja Pemerintah Provinsi Bengkulu.

1O. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Gubernur.

ll.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang

terutang.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah L,ebih Bayar, yarlg

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau

seharusnya ddak terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi

Bengkulu.
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15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolalr data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif d.an profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi

dan/atau untuk hrjuan lain dalam rang[a melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi

daerah.

16. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanYa.

17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat

PPNS, adalah Pegawai Negeri sipil tertenfu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

{1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus

sesuai dengan RPTKA yang dilakukan di Kas Daerah

dengan menggunakan SKRD, atau ditempat lain yang

ditunjuk Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dengan

menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(U diberikan tanda bukti pembayaran.

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) dicatat dalam buku penerimaan-

(a) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat {2) tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.
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Pasal 3

(1) Pembayarcm retribusi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) harus dilakukan secafa tunai dan lunas.

(2) Dalam hal pembayaran retribusi ditempat lain yang

ditunjuk Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) dilakukan melalui petugas pemungut/bendahara

penerimaan/penyetoran ke rekening Kas umum Daerah

provinsi Bengkulu pada Bank Bengkulu dengan Nomor

Rekening OO 1.0 1.0 1.OOO198.

{3) Pembayaran retribusi melalui Petugas pemungut/

bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) wajib disetorkan ke kas daerah paling lambat I x 24

jam {satu kali dua puluh empat jam).

(4) penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menggunakan SSRD dengan menyampaikan

kepada OPD.

(5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

Dalam hal wajib pa,iak retribusi tidak membayar tepat pada

waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari

retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Setiap retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan

pengenaan bunga/denda keterlambatan pembayaran

retribusi terutang dilakukan penagihan melalui STRD

dengan didahului surat teguran/surat peringatan.

(2) Petugas pemungut/bendahara penerimaan memeriksa

SSRD unturk menghitung jumlah retribusi yang tidak

atau kurang dibayar dan/atau pengenaan bunga/denda

keterlambatan.
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(3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) dicatatkan dalam daftar retribusi tidak/kurang bayar

dan/atau pefrgenaan brrngaldenda keterlambatan

pembayaran retribusi.

Pasal 6

Kepala OPD menerbitkan surat tegUrxrlsurat peringatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang

kemudian disampaikan oleh petugas pemungutl

bendahara penerimaan kepada wajib retribusi'

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal

diterimanya surat teguran/surat peringatan oleh wajib

retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang

terutang.

Apabila wajib retribusi setelah jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak melakukan

pembayaran, maka petugas pemungutlbendahara

penerimaan menyarnpaikan penagihan menggunakan

STRD.

(4) Bentuk surat tegaranlsurat peringatan dan STRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat (3)

tercantum dalam Lampiran lVyang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

BAB V

TATA CARA PEI{YELESAIAN KEBERATAN

Pasal 7

wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala

opD dalam hal nilai retribusi tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 8

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal Tdiajukan dengan disertai syarat:

a. surat keberatan untuk setiap SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan;

b. Diajukan secara tertulis datam Bahasa Indonesia;

c. Diajukan kePada KePala OPD;

d. Melampirkan SKRD atau dokurnen lain yang

dipersamakan;

(3)
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e. Dikemukakan jumlah retribusi terhutang menurut

perhitunganwajibretribusidisertaialasanyang
mendukung Pengajuan keberatan;

f. Fotokopi identitas diri (KTP) yang bertanggung jawab

dan / ata:u alrta Pendirian;

g. Diajukan datam jangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari sejak tanggal surat diterimanya SKRD'

kecuali jika wajib retribusi atau kuasanya dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;dan

h. surat keberatan ditandatangani oleh wajib p4iak atau

kuasanYa

Keberatan dapat dilakukan apabila wajib retribusi telah

membayar paling sedikit sebesar 5o% (lima puluh persen)

dari besar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD'

Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan

dasar memproses surat keheratan adalah:

a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal

disampaikan secara langsung oleh weiib

retribusi/ kuasanya kepada OPD ;atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal

disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman

surat.

Pasal 9

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan

seba,gaimana dimaksud dalam Pasal 8, dianggap bukan

sebagai keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

opD dalam jangka waktu paling lama 1O (sepuluh) hari

kerja sejak tanggal diterimanya surat keberatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9n harus

memberitahukan jawaban secara tertuts disertai alasan

yang mendasari kepada W4iib Retribusi.

(1)

{21
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(3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Wajib Retribusi masih dapat mengajukan keberatan

kembalisepanjangmasihmemenuhijangkawaktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g

dan memiliki alasan dan perhitungan yang berbeda

dengan pengqiuan keberatan sebelumnya yang telah

tidak diPertimbangkan oleh OPD'

(1) Kepala

paling

Pasal 1O

OPD atas nama Gubernur dalam jangka waktu

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal

{2t

penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1), harus rnemberi suatu keputusan

atas pengajuan keberatan.

Keputusan keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima

sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah

retribusi yang teruta.ng.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

t1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan,

pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan

diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan wajib

retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

terhitung sejak jangka waktu berakhir.

(4) Datam hal keputusan keberatan menyebabkan

perubahan data dalam SKRD, OPD mengeluarkan SKRD

baru berdasarkan keputusan keberatan.

(5) SKRD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

bisa diqiukan untuk keberatan.

t6) Dalam jangka walrhr 6 (enam) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi dapat

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis

sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

(7) Bentuk keputusan keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (U tercantum dalam Lampiran IV yang

mempakan bagtan tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

(3)
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Pasal 11

(1) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal

1O ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil

penelitian Kepala OPD dan apabila diperlukan dapat

dilanjutkan dengan penelitian lapangan'

(2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya

dituangkan dalam laporan hasil penelitian'

(3) Dalam hal dilakrkan penelitian di lapangan, oPD terlebih

dahulu memberitahukan secara tertulis waktu

pelaksanaal penelitian di lapangan kepada w4iib

Retribusi'

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

Kelebihan pembayaran retribusi tedadi apabila:

a. SKRD yang dibayar ternyata lebih besar dari yang

seharusnya terutang; dan / atau

b. Dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya

terutang.

Pasal 13

untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2, Wajib

retribusi mengajukan:

a. Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang

jelas kepada Gubernur melalui OPD;atau

b. Tanda terima surat permohonan dari Dinas atau tanda

pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat'

Pasal 14

{1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap

surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

L2, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat

permohonan atau tanda pengiriman pos dari w4lib

retribusi secara lengkap, kepala OPD menerbitkan :
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a. SKRDLB apabila jumlah retribusi yang dibayar

ternyata lebih besar dari yang seharusnya

terhutang;atau

b. SKRD apabila jumlah yang dibayar ternyata kurang

dari jumlah retribusi yang seharusnya terhutang'

Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepala oPD tidak memberikan keputusan,

maka dalam waktu 1 {satu) bulan sejak berakhirnya

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bend.ahara Penerimaan atas nama Kepala OPD

menerbitkan surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran

Retribusi.

Pasal 15

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal L4 ayat (1) huruf a dan ayat (21 dilakukan

perhitungan terlebih dahulu oleh oPD dengan hutang

retribusi lainnya.

Atas dasar persetujuan Wajib retribusi yang berhak atas

kelebihan pembayaran retribusi, kelebihan tersebut

dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan

terhutang atau dengan hutang retribusi atas nama wajib

retribusi lainnya.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 16

Kelebihan pembayaran yarlg masih tersisa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat {21

dikembatikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak

diterbitnya SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan.

Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah

membayar kelebihan retribusi.

(1)

(2)

(3)

(1)

(21
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Pasal 17

surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibuat

dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai

berikut:
a. kmbar I (satu) untuk OPD;

b. Lembar 2 (dua) untuk Wajib retribusi;dan

c. kmbar 3 (tiga) untuk Bendahara Umum Daerah'

surat perintah membayar kelebihan retribusi dibebankan

pada mata anggaran pengembalian penerimaan retribusi

tahun arlggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang

sama atau sejenis dengan mata anggaran semula'

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib

Retribusi, surat perintah membayar kelebihan retribusi

beserta sKRDLB/Surat Ketetapan Kelebihan Retribusi

harus disampaikan secara langsung oleh oPD atau

melalui pos tercatat ke OPD yang menangalri urusa:r

Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) bulan'

{4) Bendahara umum daerah wajib menerbitkan surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua)

hari sejak surat Perintah Membayar kelebihan retribusi

diterima.

(5) Bendahara umum Daerah mengembalikan lembar ke 2

(dua) surat Perintah Membayar kelebihan retribusi yang

telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan sP2D

disertai lembar ke 2 (dua) sP2D kepada penerbit sPM

kelebihan retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa

dapat dihapuskan.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)

tahun terhitung sejak saat terhutan$xya retribusi,

kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di

bidang retribusi.

(21

(3)

(1)

{21
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(1)

(21

Pasal 19

Kepala OPD menugaskan kepada Pejabat yang

merrangani retribusi perpanjangan IMTA pada oPD untrrk

membuat usulan penghapusan piutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18.

Berdasarkan penugasall sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pejabat yang menangani retribusi perpanjangan

IMTA pada oPD menyiapkan konsep naskah keputusan

da-ftar usulan piutang yang sudah keda'luwarsa'

Pejabat yang menangani retribusi perpanjangan IMTA

pada oPD meneliti daftar usulan penghapusan piutang

dan konsep naskah keputusan penghapusan piutang

dengan dibubuhkan paraf koordinasi untuk disampaikan

kepada Kepala OPD.

Kepala OPD menyampaikan daftar usulan penghapusan

piutang dan konsep naskah keputusan penghapusan

piutang dengan Nota Dinas disertai penjelasan

administratif dan yuridis kepada Gubernur'

(5) Gubernuf berdasarkan penjelasan administratif dan

yuridis memberikan persehrjuan dan menandatangani

keputusan penghapusan dan daftar penghapusan

piutang.

{6} Keputusan penghapusan dan daftar penghapusan

piutang sebagaimarra dimaksud pada ayat (5) diberikan

kepada oPD dan salinannya disampaikan kepada oPD

yang menangani urusan Pendapatan, Bendahara Umum

Daerah dan OPD yang menangani Hukum pada

Pemerintah Daerah.

Pasal 2O

unit Kerja pada oPD yang menangani retribusi perpanjangan

IMTA melakukan penatausahaan daftar penghapusan

piutang dan retribusi kedaluwarsa serta melakukan

pemutakhiran data.

(3)

(4)
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BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal21

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kervajiban

retribusi dilakukan pemeriksaan wajib Retribusi oleh oPD'

Pasal 22

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l

meliputi pemeriksaan karena:

a. Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi;

b. Penyesuaian data dan/atau alat keterangan;dan/atau

c. Penagihan retribusi-

Pasal 23

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari:

a. Perneriksaan lapangan;dan/atau

b. Pemeriksaan kantor.

Pasal24

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

dilaksanakan oleh Pemeriksa:

a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis

pemeriksa retribusi;

b. Jujur bersih dari tindakan-tindakan tercela;dan

c. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan, termasuk taat terhadap batasan walrtu

yang ditetaPkan.

(2) Dalam hal diperlukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23, dapat dibantu oleh PPNS'

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 25

(1) Kepada oPD Pemungut yang melakukan pemungutan

Retribusi diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari

rellcana penerimaan Retribusi perpanjangan IMTA'

{2) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah pada oPD pemungut retribusi

perpanjangan IMTA'
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